PIMPINAN DPRD KABUPATEN BRERES

PROVINSI JAWA TENOAH

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KAEBUPATEN BREBES
NOMOR 09 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN JADWAL, LOKASI, DAN JUMLAH KONSTITUEN
KEGIATAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES MASA PERSIDANGAN Il TAHUN 2025-2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

Menimbang

bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi
serta menjamin kelancaran pelaksanaan tugas,
fungsi, dan wewenang Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dalam
menyerap aspirasi masyarakat serta
melaksanakan pengawasan terhadap
penyelenggaraan  pembangunan di  daerah
pemilihan masing-masing, perlu dilaksanakan
kegiatan reses;

bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (7) Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Brebes, jumlah lokasi dan konstituen reses yang
diundang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Keputusan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes



Mengingat

tentang Penetapan Jadwal, Lokasi, dan Jumlah
Konstituen Kegintan Resea Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes
Masa Persidangan [l Tahun 2025-2026.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsl Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor I,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-



Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten,
dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum



10.

11.

12.

13.

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomeor 187);

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara  Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Carn Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, seria Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes
(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9
Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 Nomor 9);
Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2020
tentang Pedoman Pemberian dan Penetapan
Besaran Tunjangan  Komunikasi Intensif,
Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan,
Transportasi, dan Belanja Penunjang Kegiatan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomeor 102)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

dengan Peraturan Bupatl Brebes Nomor | Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupatl Brebes Nomor 102 Tahun 2020 tentang
Pedoman  Pemberian dan  Penetapan Besaran
Tunjangan Komunikasi Intensil, Tunjangan Reses,
Tunjangan Perumahan, Transportasi, dan Belanja
Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten
Brebes Tahun 2023 Nomor 1);

14, Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita
Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 Nomor 79);

15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten
Brebes Tahun 2024 Nomor 116).

: Hasil pembicaraan dalam Rapat Badan Musyawarah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes
tanggal 3 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN

: Jadwal dan Lokasi Kegiatan Reses Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa
Persidangan IlII Tahun 2025-2026 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Jumlah Konstituen Kegiatan Reses sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan sebanyak

40 (empat puluh) orang konstituen untuk setiap lokasi

rcsca.



KETIOA © Begaln biayn  yang  timbul  akibat  ditetaplkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan  Pelanjn  Daerah  Kabupsten Brebes  Tahun
Anganian 2026

KEEMPAT Keputuaan ind mulal berlaku pada tanggal ditetaplkan

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 3 Agustus 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
N - KABUPATEN BREBES
2 KETUA,

WAKIL KETUA, WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,

MOCH. 1QBAL TANJUNG HERU IRAWANTO TEGUH WAHID TURMUDI

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

2. Bupati Brebes;

3. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;

5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.



